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PENGANTAR TATA 
CARAPENGHITUNGAN PAJAK 
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PERPAJAKAN BISNIS



SKEMA KUP



SKEMA PPh 15



adalahpihakyang dikenakanpajakpenghasilanapabilamenerimapenghasilan
yang menjadiobjekpajakpenghasilan.
Phak yang termasuk subjek pajak menurut Pasal 2 ayat (1) UU PPh:

1. Orang Pribadi / warisan yang belum terbagi sebgai satu kesatuan menggantikan yang 
berhak

2. Badan : sekumpulan orang / modal yang merupakan kesatuanbaik yang melakukan
usaha / tidak (PT, Firma, BUMN, BUMD, Koperasi, Dana Pensiun, dll)

3. BUT : segala bentuk usaha yang dilakukan oleh orang / badan luar negri di Indonesia 
(Cabang perusahaan, kantor perwakilan, Gedung kantor, pabrik, bengkel, dll)

SUBJEK PAJAK



IdentifikasiSbjek
PajakDN

Pasal 2 ayat (3) UU PPh

1. Orang pribadi

ÅBertempat tinggaldi Indonesia

ÅBeradadi Indonesia > 183 hari dalamjangka
waktu 12 bulan, atau

ÅBeradadi Indonesia dan berniatbertempat
tinggaldi Indonesia

2. Badan 

Didirikandi Indonesia / berkedudukandi 
Indoneisa

3. Warisanyang belumterbagisebagaisatu
kesatuanmenggantikanyang berhak



IdentifikasiSubjek
PajakLN

Pasal2ayat (4) UU PPh

1. orang pribadiyang tidak bertempat tinggaldi Indonesia, 
orang pribadiyang beradadi Indonesia tidak lebihdari 183 
hari dalamjangkawaktu 12 bulan, dan badan yang tidak
didirikandan tidak bertempat kedudukandi Indonesia, yang 
menjalankanusahaatau melakukankegiatanmelaluibentuk
usahatetap di Indonesia;

2. orang pribadiyang tidak bertempat tinggaldi Indonesia, 
orang pribadiyang beradadi Indonesia tidak lebihdari 183 
hari dalamjangkawaktu 12 bulan, dan badan yang tidak
didirikandan tidak bertempat kedudukandi Indonesia, yang 
dapatmenerimaatau memperolehpenghasilandari
Indonesia tidak darimenjalankanusahaatau melakukan
kegiatanmelaluibentukusahatetap di Indonesia.



SUBJEK PAJAK DN

ÁDikenakanpajakataspenghasilanyang 
diterima / diperolehdari Indonesia / luar
ÁDPP berdasarkanpenghasilanneto

dengantarif umum kecualipenghasilanttn
berdasarpenghsilanbruto
ÁWajibmenyampaikanSPT PPhsebagai

saranamenetapkanpajakterutang

PerbedaanSubjekPajak(Pasal2 ayat 2 UU PPh)

SUBJEK PAJAK LN

ÅDikenakanpajakataspenghasilanyang 
berasaldari Indonesia
ÅDPP berdasarkanpenghasilanbruto

dengantarif pajaksepadan
ÅTidakwajib menyampaikanSPT PPh

karenapemotonganpajakbersifat final
ÅPemenuhankewajiabanperpajakn= WP 

badan DN



JenisSubjekPajak Awal Akhir
Orang PribadiDN Lahir, berada/ berniat tinggaldi 

Indonesia
Meninggaldunia / meninggalkan
Indonesia selama- lamanya

Badan DN Didirikan/ berkedudukandi 
Indonesia

Dibubarkan/ tidak lagi
berkedudukandi Indonesia

BUT Orang pribadi/ badan menjalankan
usaha/ melakukankegiatan

Tidaklagimenjalankanusaha/ 
melakukankegiatan

SubjekPajakLN Menerima/ memperoleh
penghasilandari Indoneisa

Tidaklagimenerima/ 
memperolehpenghasilan

Warisanbelumterbagi Timbulnyawarisanyang belum
terbagi

Warisantelah terbagi

Mulai dan BerakhirnyaSubjekPajak



ÁImbalanatas jasa(gaji, upah, honor,dsb)
ÁHafiah
ÁLabausaha
ÁKeuntungandari [enjualan/ pengalihanharta
ÁBunga
ÁDividen
ÁRoyalti
ÁSewa,dll

OBJEK PAJAK



1. Usaha : usaha industry, perdaganagn dan jasa

2. Pekerjaan : gaji, upah, uang saku, uang lembur, dsb

3. Modal : sewa, bunga, dividen, royalty , dsb

4. Penghasilan lain : hadiah, penghapusan hutang

SumberPenghasilan



PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PPh
ÅPasal4 ayat (1) UU PPh

Setiaptambahankemampuanekonomis
yang diperolehWP, baikbersaldari
Indonesia / luar, yang dapatdipakaiuntuk
konsumsi/ menambahkekayaanWP yang 
bersangkutandengannamadan dalam
bentuk apapun

Perbedaan Objek Pajak

PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPh
Pasal4 ayat (2) UU PPh
Jenispenghasilanyang bukanobjek
PPh, sehinggapenerimaan
penghasilantersebut tidak
terutangPPhmeskipunditerima oleh 
subjekpajak



PPh FINAL

adalahpajakpenghasilanyangpengenaannyasudahfinal
(berakhir) sehinggatidak dapat dikreditkan(dikurangkan)
dari total pajak penghasilanterutang pada akhir tahun
pajak.
Pengelompokansbb:
1. PPh atas penghasilan dari usaha yang dterima /

diperolehWPyangmemiliki peredaranbruto ttn
2. PPhPasal15 UUPPhuntuk usahattn
3. PPhPasal4 ayat (2) UUPPh



FINAL

Ápenghasilan tidak digabungkan dengan
penghasilan lain yang dikenai tarif umum
dalamSPTTahunanPPhBadan
Ábiaya sehubungan untuk menghasilkan,

menagih, dan memelihara penghasilan yang
dikenaiPPhtidak dapatdikurangi
Ábukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan

sebagaikredit pajak bagi pihak yang dipotong
danatau dipungut
ÁTarif PPh final diatur berdasarkanPeraturan

Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri
Keuangan(KMK)

Perbedaan
TIDAK FINAL

Ápenghasilan digabungkan dengan penghasilan
lain yangdikenaitarif umum.

ÁBiayadapatdikurangkan

Ábukti potong dapat diperhitungkan sebagai
kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau
dipungut
Átarif pajak PPh tidak final menggunakan tarif

umum Pasal17 UUPPh.



TujuanPengenaanPPhFinal
Å Sebagaiupayamendorongperkembanganinvestasidan tabunganmasyarakat.

Å Kesederhanaandalampemungutanpajak

Å MengurangibebanadministrasiperpajakanbagiDJP maupunwajib pajakitu
sendiri

Å Upayapemerataanpengenaanpajak

Å Sebagailangkahdalammemerhatikanperkembanganekonomidan moneter, di 
mana ataspenghasilan-penghasilantersebut perludiberikanperlakuan
tersendiridalampengenaanpajaknya.



Keterangan:

Tarif  : WP yang memiliki peredaran bruto tertentu sebesar 0,5%

DPP : imbalan / nilai berupa nilai uang yang diperoleh sebelum dikurangi potongan tunai / 
potongan sejenisnya.

Tarif PPh Final

PPhTerutangsebulan= Tarif x DPP sebulan
= 0,5% x peredaranbruto usahasebulan



ContohSoal

Wajib pajak A pada tahun 2018 memiliki peredaran
bruto usaha sebesar Rp. 1.000.000.000. Pada bulan
Januari 2019 memperoleh peredaran bruto sebesar
Rp. 109.000.000 potonganpenjualanRp. 4.000.000

Diminta: Hitung PPhFinal!

Jawab:

DPPPPhFina : 0,5%x Rp. 109.000.000

: Rp. 545.000



Tarif PPhFinal Terbaru





PENGHASILAN DILUAR FINAL

Penghasilan Kena Pajak (PKP berasal dari:

1. Orang Pribadi

2. Badan

3. BUT



Tarif

PPhterutang = tarif Pasal17 UU PPhx PKP



Tarif TerbaruOrang Pripadi(WPOP)



RUMUS Penghasilan bruto: xxx
Gaji sebulan xxx
Tunjangan PPh xxx
Tunjangan dan honorarium lainnyaxxx
Premi JKK, JK, JHT, JPK dibayar pemberi kerjaxxx
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerjaxxx
Penerimaan dalam bentuk natura xxx +
Penghasilan bruto xxx

Pengurangan:
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruti, max Rp. 500.000/bulan)xxx
iuran pensiun/THT/JHT (yang dibayar penerima penghasilan)xxx +
Jumlah pengurangan xxx

-

Penghitungan PPh Pasal 21:
Penghasilan neto sebulan xxx
penghasilan neto setahun (x12) xxx
PTKP xxx -

PPh Pasal 21 yang terutangsesuai tarif Pasal 17 ayat 1(a)xxx
PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (:12) xxx



Ilustrasi UU HPP





PenguranganPenghasilan



Tarif TerbaruBadan (WPB) 



PENYUSUTAN

Penyusutanfiskal diatur dalamPasal11 Undang-UndangPPh
denganmekanismesebagaiberikut:
ÅMetodegaris lurus (straight- line method) (Pasal11 Ayat (1)).
ÅMetodesaldomenurun(declining balance method) (Pasal11 Ayat 

(2)).
Hartaberwujudberupabangunan, hanyadapatdisusutkandengan
metodegaris lurus
Harta berwujudlainnyaselainbangunan, dapatdisusutkandengan
metodegaris lurus atau saldomenurun.



Tarif Penyusutan

Garis Lurus (GL) Saldo Menurun (SM)

I. Bukan Bangunan

   Kwlompok 1 4 tahun 25% 50%

   Kelompok II 8 tahun 12,50% 25%

   Kelompok III 16 tahun 6,25% 12,50%

   Kelompok IV 20 tahun 5% 10%

II. Bangunan

    Permanen 20 tahun 5% -

    Tidak Permanen 10 tahun 10% -

Tarif Penyusutan
Kelompok Asset BerwujudMasa Manfaat



Contoh Soal

WP A membelisebuahbangunanpermanendengan
hargapembelianRp. 100.000.000. Bangunantersebut
mulai digunakanpada tanggal1 Januari2016 dengan
masa manfaat 20 tahun.

Diminta: Hitung penyusutannya!



Contoh Soal

WP B membelisebuahmesindenganharga
pembelianRp. 150.000.000. Mesin tersebut mulai
digunakanpada tanggal1 Januari2016 denganmasa 
manfaat 4 tahun.

Diminta: Hitung penyusutannya!



AMORTISASI

Adalah pengeluaran untuk memperoleh assets tak
berwudud dan pengeluaran lainnya, termasuk
perpanjangan hak atas tanah yang mempunyai masa
manfaat lebih > 1tahun, baik menggunakanmetode garis
lurus maupunsaldomenrun



Tarif Amortisasi

Garis Lurus (GL)Saldo Menurun (SM)

   Kwlompok 1 4 tahun 25% 50%

   Kelompok II 8 tahun 12,50% 25%

   Kelompok III 16 tahun 6,25% 12,50%

   Kelompok IV 20 tahun 5% 10%

Kelompok Asset Berwujud Masa Manfaat
Tarif Penyusutan



Contoh Soal

PT. Alfino pada tanggal2 Januari2016 mengeluarkan
uang Rp. 200.000.000 untuk memperolehwaralaba
KFC selama4 tahun untuk memproduksiayamgoreng 
KFC.

Diminta: Hitung amortisasidenganmenggunakan
metode garis kurus dan saldomenurun!





BATAS WAKTU 
PEMBAYARAN 
DAN PELAPORAN 
SPT MASA

Pikecualian dari kewajiban
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25
adalah:
ÅWP OP yang tidak menjalankan usaha

atau tidak melakukanpekerjaanbebas.
ÅWP OP yang dalam satu tahun Pajak

menerima atau memperoleh penghasilan
neto tidak melebihi PTKP(kepada WP ini
juga dikecualikan dari kewajiban
menyampaikanSPTTahunan)



THANK YOU

Wirawan B Ilyas dan Rudy Suhartono.
Perpajakan. Edisi 3. Mitra WacanaMedia,
2017.

Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus,
Buku 1, Edisi 11 ,PenerbitSalembaEmpat,
2019.
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adalah pajak yang dikenakan WP
orang pribadi dalam negri atas
penghasilan yang terkait dengan
pekerjaanjasa/ kegiatanpenghasilan
yang dimaksud meliputi; upah, gaji,
honorarium dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk
apapun.

DEFINISI

adalah menganut tentang
pemotongan atas penghaislan yang
bersumber dari Indonesia yang
diterima atau diperoleh WP LN /
SPLNselainbentuk usahatetap

PPh21 PPh26





1. Pemberi kerja

2. Bendahara atau pemegang kas 
pemerintah

3. Dana pensiun, 

4. Orang pribadi

5. Penyelenggara kegiatan

PEMOTONG PAJAK

1. Badan Pemerintah
2. SubjekpajakDN
3. BUT
4. Penyelenggarakegiatan

PPh21 PPh26



1. Penghasilan yang diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur
maupuntidak teratur

2. Penghasilanyang diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang
pensiunatau penghasilansejenisnya

3. Penghasilanpegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas seperti: upah harian,
mingguan, bulanan, satuan, Borongan

4. Imbalan kepada bukan pegawai seperti: honorarium, komisi, fee, imbalan
sehubungandenganpekerjaanjasadankegiatanyangdilakukan

5. Imbalan kepada peserta kegiatan seperti: uang saku, presentasi, rapat,
honorarium,hadiah/ pergnhargaandalambentuk apapundansejenisnya

ObjekPPhPasal21



6. Penghasilanberupauangpesangon, uangmafaat pensiun, tunjanganhari tua
yangdibayarkansekaligusdimanapembayarannyamelewati jangkawaktu 2
tahun sejakpegawaiberhenti bekerja

7. Penghasilan/ imbalan yang bersifat tidak teratur yang diperoleh anggota
dewan komisaris/ dewan pengawasyang tidak merangkapsebagaipegawai
tetap padaperusahaanyangsama

8. Penghasilan berupa jasa produksi, bonus, gratifikasi, yang bersifat tidak
teratur diperolehmantan pegawai

9. Penghasilanpenarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang
masihberstatus pegawai

ObjekPPhPasal21



10.Penghasilanno. 1-9 yang diterima dengan bentuk apapun yang diberikan
oleh:
ÁWPyangdikenakanPPhbersifat final
ÁWPdikenakanPPhberdasarkannormaperhitungankhusus

ObjekPPhPasal21



OBJEK PAJAK

PphPasal26

1. Dividen

2. Bunga temasukimbalandan diskonto

3. Royalti, sewa, penghasilansehubungandengan
penggunaanharta

4. Imbalansehubungandenganjasa/ pekerjaan/ 
kegiatan

5. Hadiah& penghargaan

6. Pensiun& pembayaranberkalalainnya

7. Premiswap & transaksilindungnilai lain

8. Keuntungankarenapembebasanutang

Objekyang dipotongpada umumnyasamadengan
objekpemotonganPPhPasal21, Pasal23. Bedanya
penerimapenghasilanPPhPasal26 adalahWPLN



TARIF PPH PASAL 21



Tarif TerbaruBadan (WPB) 



RUMUS Penghasilan bruto: xxx
Gaji sebulan xxx
Tunjangan PPh xxx
Tunjangan dan honorarium lainnyaxxx
Premi JKK, JK, JHT, JPK dibayar pemberi kerjaxxx
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerjaxxx
Penerimaan dalam bentuk natura xxx +
Penghasilan bruto xxx

Pengurangan:
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruti, max Rp. 500.000/bulan)xxx
iuran pensiun/THT/JHT (yang dibayar penerima penghasilan)xxx +
Jumlah pengurangan xxx

-

Penghitungan PPh Pasal 21:
Penghasilan neto sebulan xxx
penghasilan neto setahun (x12) xxx
PTKP xxx -

PPh Pasal 21 yang terutangsesuai tarif Pasal 17 ayat 1(a)xxx
PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (:12) xxx



ƟApabilaterdapat persetujuanPenghindaranPajakBerganda(P3B) / TaxTreaty,
maka pengenaanPPh Pasal26 mengecupada ketentuan yang terdapat dalam
P3B tersebutƠ

TARIF PPH PASAL 26 

20% X JumlahBruto



PPhPasal26 PenjualanHarta

20% x Perkiraan
Neto x Harga Jual



PPhPasal26 PremiAsuransi 20% x 
PerkiraanNeto 

x Premi

Premiasuransi& reasuransiyang dibayarkanpada perusahaanasuransiLN (kecualimemili BUT di Indonesia)



PPhPasal26 Saham

20% x 
PerkiraanNeto 

x Harga Jual



Branch Profit Tax



ContohPerhitunganBranch Profit Tax






